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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   08 D   TAHUN 2010
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2010
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) perlu menunjuk pengelola anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;


	Mengingat  :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	:


	KESATU
	· Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA 
	· Tugas pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
a. Kepala Satuan Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas melakukan pengujian Surat Perintah Pembayaran serta bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran satuan kerjanya;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja serta dokumen pendukungnya dan bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) bertugas melakukan pengujian dan penandatanganan SPM; dan
d. Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang pelaksanaan kegiatan.



	KETIGA
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.


	KEEMPAT
	· Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) di Kabupaten Bantul, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


	KELIMA
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2010
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

4. Kepala KPPN Yogyakarta;

5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kab. Bantul;

7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

8. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;

10. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  08   D TAHUN 2009

TANGGAL 2 Januari 2010
TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) 

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
	No.
	Pengelola
	Jabatan Dalam Dinas


	Keterangan

	1. 
	Kuasa Pengguna Anggaran

	Kepala Bappeda Kab. Bantul

	Drs. Riyantono, MSi
NIP. 195810211986031003

	2.
	Pejabat Pembuat Komitmen
	Kepala Bappeda Kab. Bantul

	Drs. Riyantono, MSi

NIP. 195810211986031003

	3.
	Penandatanganan SPM
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul

	Ir. Fenty Yusdayati, MT
NIP. 196704031994032008

	4.
	Bendahara Pengeluaran
	Staf Bappeda Kab. Bantul
	Sutanto
NIP. 195909191990031005



BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

